Menimbang:

Mengingat

WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

il

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu
ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat [l Tarakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6836);




10,

11.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754););

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan AnggaranlPendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indenesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan
Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tarakan Nomor 41);

Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 34 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor
225}




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TARAKAN TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tarakan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

4., Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Tarakan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah
Rpl1.162.063.829.980,00 bertambah sebesar Rpl173.479.407.847,00 sehingga
menjadi Rp1.335.543.237.827,00.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp. 1.085.771.438.640,00
b. Bertambah /(berkurang) Rp. 106.284.702.089,00 +
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahanRp. 1.192.056.140.729,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.162.063.829.980,00
b. Bertambah /(berkurang) Rp. 173.479.407.847.,00 +
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 1.335.543.237.827,00

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 81.292.391.340,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 65.194,705.758.00 +

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 146.487.097.098,00




b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. [2.000.000.000,00) +
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.143.487.097.098,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
secbagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1,

Lampiran [

Lampiran Il

Lampiran Il

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah:

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.




Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan
ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 September 2023

WALI TARAKAN,

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

P Y

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 545




Lampiran |

Peraturan Walikota Tarakan
MNomor
Tangagal

18 Tahun 2023
29 September 2023

KOTA TARAKAN

RINGKASAN PEMJABARAN PERUBAHAMN APED YANG DIKLASIFIAST MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAMN 2023

Jumiah (Rp) Bertambah/{Berkurang)
Kode Uratan
Sebelum Perubahan Setalah Perubahan (Rp) %
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya
6.1.01.07 Capaian Target Kinera dan Sisa Dana 81.292.391.340 146,487 097.098 65194705726 80%
Pengeluaran Pembsayaan
6.1.01.07.01 Sise Bana. Alibat Tidak Tercaphirys 81,292.391.340 146.487,097.098 65194.705758| 80%
Capaian Target Kinerja
6.1.01.07.01,0001 Sisa Dana Akibat Tidek Tercapainya 81,202.391,340 146.487.097,098 65194705758 80%

Capaian Target Kinerja

Jumlah Pengrimaan Pembiayaan

81.292.391.340 146.487.097.098

65.194.705.758| 80%

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 2.000,000.000 3.000.000.000 (2.000.000.000) 40 %
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 5.000.000.000 3.000.000.000 [2.000,000.000) 40 %
s Penyertaan Modal Daergh pada Badan > =

2 2 0 00, (2.000.000. 40 %
620202 Usaha Millk Dagrah (BUMD) 5.000, 00000 3,000.000.000 {2.000.000.000) 0 %
6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daergh pada BUMD ! 5.000.000.000 3.000.000.000 (2.000.000.000) 40 %
6.2.02 02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 5.000.000.000 3.000.000.000 {2.000.000.000) 40 ':Pcl
Jumlah Pengeluaran Pemblayaan 5.000.000.000 3.000.000.000 (2.000.000.000) 40 'a{.!
Pembiayaan Netto 76.292.391.340 143.487.097.098 67.194.705.758| 88 %

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah o o o 0%

Tahun Berkenaan




